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Abstrak

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang
menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum
yang jelas sebelumnya (nullum crimen, nulla poena sine lege). Dalam hukum pidana
Indonesia, asas ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum
dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP. Namun, perkembangan kejahatan modern seperti kejahatan siber, tindak
pidana transnasional, dan kompleksitas hukum internasional memunculkan
tantangan baru dalam penerapan asas legalitas. Ketidakjelasan perumusan
undang-undang, keterbatasan regulasi, dan kebutuhan fleksibilitas hukum
menjadi isu yang memengaruhi efektivitas asas ini. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perkembangan teori asas legalitas, tantangan dalam penerapannya,
serta langkah-langkah untuk memperkuat relevansinya di era hukum modern.
Dengan menggunakan metode penelitian pustaka, penelitian ini mengkaji literatur
hukum, putusan pengadilan, dan norma internasional yang relevan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas memerlukan pembaruan
regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, peningkatan kompetensi
aparat hukum, dan harmonisasi dengan hukum internasional. Kesimpulannya,
meskipun asas legalitas menghadapi tantangan, upaya reformasi dan adaptasi
yang tepat dapat menjadikannya tetap relevan sebagai landasan utama dalam
sistem hukum pidana Indonesia yang adil, efektif, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Perkembangan, Asas Legalitas, Hukum Pidana, Indonesia

Pendahuluan

Asas legalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum
pidana yang menjadi landasan dalam penegakan hukum (Khasan, 2017).
Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat
dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas yang mengatur
sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam adagium latin nullum crimen,

nulla poena sine lege (Isima, 2022). Dalam konteks hukum pidana
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Indonesia, asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada
suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan
perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”
Asas ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-
wenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan kepastian hukum
(Abas et al., 2023).

Perkembangan asas legalitas seiring waktu telah melahirkan
beberapa teori yang memberikan nuansa baru dalam penerapannya. Secara
tradisional, asas legalitas menuntut kejelasan, kepastian, dan larangan
berlaku surut (Fitri et al., 2024). Namun, dalam praktik modern, asas ini
menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika
masyarakat yang berkembang pesat, seperti kejahatan transnasional, tindak
pidana berbasis teknologi, dan penerapan hukum internasional. Tantangan
ini memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas penerapan asas legalitas
tanpa mengorbankan prinsip dasarnya, yaitu perlindungan terhadap hak
asasi manusia dan kepastian hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan asas legalitas tidak
hanya mencakup keharusan adanya aturan tertulis, tetapi juga melibatkan
interpretasi hukum oleh hakim dan pengembangan hukum oleh Mahkamah
Konstitusi (Lago et al., 2023). Contohnya, dalam beberapa putusan
Mahkamah Konstitusi, asas legalitas telah diperluas cakupannya untuk
mencakup asas keselarasan dengan konstitusi, termasuk pengakuan
terhadap norma-norma hukum internasional. Hal ini menunjukkan adanya
upaya harmonisasi antara prinsip legalitas yang bersifat statis dan dinamika
hukum yang terus berkembang.

Namun, penerapan asas legalitas di Indonesia juga menghadapi
berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah ketidakjelasan atau
multitafsir dalam perumusan undang-undang pidana, yang sering kali
menimbulkan kesenjangan dalam praktik penegakan hukum (Laritmas &
Rosidi., 2024). Contohnya adalah perbedaan penafsiran atas istilah

“merugikan negara” dalam tindak pidana korupsi atau ketidakjelasan dalam
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delik terkait kebebasan berekspresi, seperti penghinaan melalui media
elektronik (Alfianda et al., 2024). Ketidakjelasan ini tidak hanya
menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga membuka ruang bagi
potensi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, asas legalitas sering kali dipertentangkan dengan asas
keadilan dalam beberapa kasus konkret. Misalnya, dalam kasus tindak
pidana yang belum diatur secara spesifik dalam KUHP, aparat penegak
hukum dihadapkan pada dilema untuk memilih antara menerapkan asas
legalitas secara kaku atau mempertimbangkan asas keadilan yang lebih
luas (Efendi et al., 2024). Hal ini terlihat dalam penanganan kejahatan-
kejahatan modern, seperti kejahatan siber, yang regulasinya masih terbatas
dan sering kali tidak memadai untuk mengakomodasi sifat serta dampak
tindak pidana tersebut.

Dalam konteks internasional, penerapan asas legalitas juga
menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perjanjian atau konvensi
internasional. Sebagai contoh, tindak pidana internasional seperti genosida,
kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan sering kali diatur
dalam instrumen internasional yang tidak selalu diadopsi secara langsung
ke dalam hukum nasional (Atmasasmita, 2016). Hal ini menimbulkan
persoalan apakah asas legalitas yang bersifat nasional dapat diselaraskan
dengan kewajiban internasional tanpa melanggar prinsip nullum crimen,
nulla poena sine lege.

Meski demikian, penerapan asas legalitas di Indonesia telah
mengalami perkembangan positif melalui reformasi hukum pidana,
termasuk revisi KUHP yang disahkan pada tahun 2022. Revisi tersebut
memperkenalkan konsep-konsep baru, seperti pidana alternatif dan
penyesuaian terhadap norma  internasional. @ Perkembangan  ini
mencerminkan upaya untuk menyesuaikan asas legalitas dengan
kebutuhan zaman, meskipun implementasinya di tingkat praktis masih
memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Selain revisi peraturan, perkembangan teori dan penerapan asas

legalitas juga dipengaruhi oleh peran hakim dalam menciptakan hukum
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melalui putusan-putusan yang inovatif (Putri, Salam, et al., 2024). Dalam
beberapa kasus, hakim di Indonesia menggunakan asas keadilan untuk
menafsirkan hukum pidana secara progresif, meskipun dalam batas-batas
tertentu tetap berpegang pada asas legalitas (Christianto, 2012). Contoh
nyata adalah penerapan norma-norma adat atau hukum tidak tertulis
dalam putusan pengadilan, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap
pluralitas sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan teori dan
penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, termasuk
tantangan dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Melalui
kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih
komprehensif tentang bagaimana asas legalitas dapat diterapkan secara
konsisten tanpa mengorbankan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh dinamika
hukum modern (Fridawati et al., 2024). Dengan demikian, asas legalitas
dapat terus menjadi pilar utama dalam penegakan hukum pidana yang adil,
relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, asas legalitas tidak hanya menjadi simbol kepastian
hukum, tetapi juga alat penting dalam menjamin perlindungan hak asasi
manusia. Dalam menghadapi tantangan ke depan, penting bagi sistem
hukum pidana Indonesia untuk terus mengembangkan asas ini melalui
reformasi hukum, pelatihan aparat penegak hukum, dan harmonisasi
dengan norma-norma internasional. Dengan demikian, asas legalitas akan
tetap relevan sebagai landasan dalam menegakkan keadilan yang substantif

di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library
research) untuk menganalisis perkembangan teori dan penerapan asas
legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian pustaka dilakukan
dengan mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber literatur, seperti
buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan (Bakhtiar et
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al., 2024). Metode ini bertujuan untuk memahami landasan filosofis,
normatif, dan praktis dari asas legalitas, serta mengidentifikasi tantangan
dan perkembangan penerapannya dalam hukum pidana. Analisis dilakukan
secara sistematis terhadap data yang tersedia untuk menggambarkan
hubungan antara teori asas legalitas dengan praktiknya di Indonesia.
Pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis data untuk
mengidentifikasi isu-isu utama terkait penerapan asas legalitas, termasuk
perumusan undang-undang, interpretasi hakim, serta kaitannya dengan
perkembangan kejahatan modern dan norma internasional. Penelitian ini
juga memanfaatkan studi kasus pada putusan-putusan pengadilan yang
relevan untuk mengevaluasi bagaimana asas legalitas diterapkan dalam
konteks hukum pidana Indonesia. Dengan metode ini, penelitian
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
dinamika asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, sekaligus
menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki konsistensi dan efektivitas

penerapannya.

Pembahasan/hasil
A.Evolusi Teori Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Teori asas legalitas berakar dari prinsip fundamental nullum crimen,
nulla poena sine lege, yang menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat
dipidana jika telah diatur dalam hukum yang berlaku sebelumnya (Isima,
2022). Dalam konteks awalnya, asas legalitas berfungsi untuk menciptakan
kepastian hukum bagi masyarakat dengan memastikan bahwa hanya
hukum tertulis yang dapat menjadi dasar pemidanaan (Gunawan et al.,
2024). Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap potensi
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum melalui larangan
penerapan hukum secara retroaktif atau berlaku surut.

Seiring waktu, teori asas legalitas mengalami perkembangan untuk
menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus
berubah (Zaidan, 2022). Selain keharusan adanya hukum tertulis, asas ini

diperluas dengan prinsip lex certa, yang menuntut agar peraturan hukum

https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi | 297



Perkembangan Teori dan... JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Dedi Iskandar, dkk. Vol. 1, No. 3 Oktober 2024

dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir (Putri, Simeulu, et al., 2024).
Prinsip ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih pasti kepada
aparat penegak hukum dan mengurangi risiko penyimpangan dalam praktik
penegakan hukum.

Pada era modern, perkembangan teori asas legalitas mencakup
pengakuan terhadap fleksibilitas dalam penerapannya. Misalnya, dalam
tindak pidana internasional seperti kejahatan perang atau genosida, teori
asas legalitas memungkinkan penggunaan hukum internasional sebagai
dasar hukum, meskipun norma tersebut belum secara formal diadopsi ke
dalam hukum nasional (Muladi & Sulistyani, 2021). Hal ini menandakan
pergeseran paradigma dari pendekatan yang sepenuhnya kaku menuju
penerapan yang lebih adaptif terhadap konteks global.

Namun, fleksibilitas dalam penerapan asas legalitas sering
memunculkan perdebatan, terutama mengenai sejauh mana asas ini dapat
disesuaikan tanpa mengorbankan prinsip dasar kepastian hukum.
Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penerapan yang terlalu fleksibel
berpotensi mengaburkan batasan antara keadilan substantif dan
perlindungan hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
seimbang antara menjaga kepastian hukum dan memenuhi tuntutan
keadilan yang lebih luas.

Di Indonesia, evolusi teori asas legalitas dapat dilihat dari berbagai
putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas cakupan asas ini,
termasuk pengakuan terhadap konstitusi sebagai sumber hukum utama
(Edwing Gregorio et al., 2024). Misalnya, dalam beberapa kasus, Mahkamah
Konstitusi mengakomodasi penerapan hukum yang belum diatur secara
spesifik dalam undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-
nilai yang diamanatkan oleh konstitusi. Ini menunjukkan bahwa asas
legalitas terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman.

Evolusi ini menegaskan pentingnya penguatan teori asas legalitas di
Indonesia agar tetap relevan dengan kebutuhan hukum modern. Melalui

pengakuan terhadap fleksibilitas yang terukur dan pembaruan hukum yang
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progresif, asas legalitas dapat terus berfungsi sebagai pilar utama dalam

menjaga keadilan dan kepastian hukum.

B.Tantangan dalam Penerapan Asas Legalitas di Indonesia

Penerapan asas legalitas di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan, terutama terkait dengan ketidakjelasan dalam perumusan
undang-undang (DM, 2024). Banyak pasal dalam KUHP maupun peraturan
lainnya menggunakan istilah yang bersifat umum atau multitafsir, seperti
“kesusilaan” atau “ketertiban umum,” yang sering kali diinterpretasikan
secara berbeda oleh aparat penegak hukum. Ketidakjelasan ini tidak hanya
menimbulkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan tetapi juga
membuka ruang untuk penyalahgunaan kewenangan oleh aparat hukum
(Firmansyah et al., 2024).

Tantangan lain dalam penerapan asas legalitas adalah keterbatasan
hukum pidana dalam mengakomodasi kejahatan-kejahatan baru yang
muncul akibat perkembangan teknologi (Hidayat et al., 2023). Kejahatan
siber, misalnya, sering kali melibatkan modus operandi yang belum diatur
secara spesifik dalam undang-undang, sehingga aparat penegak hukum
harus menggunakan pasal-pasal yang sifatnya umum untuk menjerat
pelaku. Situasi ini menimbulkan dilema antara menjaga kepastian hukum
dan memenuhi tuntutan keadilan substantif.

Selain itu, asas legalitas sering kali diuji dalam kasus-kasus yang
melibatkan konflik antara hukum nasional dan norma internasional. Dalam
tindak pidana transnasional seperti perdagangan manusia atau kejahatan
lingkungan, hukum nasional sering kali belum memiliki regulasi yang
cukup untuk menjerat pelaku, sehingga memerlukan pengakuan terhadap
hukum internasional. Namun, penggunaan hukum internasional sebagai
dasar pemidanaan sering kali dipertentangkan dengan prinsip nullum
crimen, nulla poena sine lege, yang menuntut dasar hukum yang jelas di
tingkat nasional.

Asas legalitas juga menghadapi tantangan dari segi penerapannya

oleh aparat hukum. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum
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menunjukkan kecenderungan untuk memaksakan penerapan hukum,
meskipun dasar hukumnya tidak sepenuhnya jelas atau memenuhi prinsip
lex certa (Suarni et al., 2024). Misalnya, dalam kasus terkait kebebasan
berekspresi, pasal-pasal yang multitafsir sering kali digunakan untuk
membatasi hak-hak dasar warga negara. Hal ini menunjukkan perlunya
reformasi dalam praktik penegakan asas legalitas di Indonesia.

Di sisi lain, ketergantungan pada asas legalitas yang kaku juga dapat
menghambat penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus darurat seperti pandemi atau
bencana alam, sering kali diperlukan tindakan hukum yang cepat meskipun
belum ada dasar hukum tertulis yang spesifik. Hal ini memunculkan
pertanyaan tentang sejauh mana asas legalitas dapat disesuaikan dengan
situasi luar biasa tanpa melanggar prinsip dasarnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya reformasi
hukum yang mencakup pembaruan regulasi, pelatihan aparat hukum, dan
pengembangan pedoman interpretasi hukum yang lebih jelas (Adinda et al.,
2024). Dengan langkah-langkah ini, asas legalitas diharapkan dapat

diterapkan secara lebih konsisten dan adil dalam berbagai konteks.

C.Relevansi dan Penguatan Asas Legalitas di Era Hukum Modern

Asas legalitas tetap relevan sebagai pilar utama dalam hukum
pidana, terutama dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak
asasi manusia (Parindo et al., 2024). Di era hukum modern, asas ini harus
mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan dan perkembangan
masyarakat tanpa mengorbankan prinsip dasarnya (Efendi, 2023). Salah
satu cara untuk memperkuat asas legalitas adalah dengan mereformasi
regulasi pidana agar lebih responsif terhadap kejahatan modern, seperti
kejahatan siber, kejahatan berbasis lingkungan, dan tindak pidana
transnasional lainnya.

Penguatan asas legalitas juga dapat dilakukan melalui pengakuan
terhadap norma-norma internasional dalam sistem hukum nasional.

Dengan meningkatnya kerja sama internasional dalam penanganan
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kejahatan transnasional, penting bagi Indonesia untuk
mengharmonisasikan hukum  nasional dengan  konvensi-konvensi
internasional tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar asas legalitas
(Situmeang, 2021). Ini membutuhkan kerangka hukum yang jelas yang
memungkinkan penerapan hukum internasional secara langsung dalam
situasi tertentu.

Selain reformasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak
hukum menjadi kunci untuk memastikan penerapan asas legalitas yang
konsisten dan adil (Lawalata et al., 2022). Pelatihan yang fokus pada
penafsiran hukum, penggunaan bukti digital, dan pemahaman terhadap
norma internasional akan membantu hakim, jaksa, dan penyidik dalam
menegakkan asas legalitas dengan lebih baik. Kompetensi ini penting untuk
mengurangi disparitas dalam putusan pengadilan dan memastikan bahwa
hukum diterapkan secara tepat sesuai dengan prinsip lex certa.

Penerapan teknologi dalam sistem hukum juga dapat mendukung
penguatan asas legalitas. Dengan adanya sistem pengadilan berbasis digital,
transparansi dalam proses peradilan dapat ditingkatkan, sehingga
masyarakat dapat memahami bagaimana asas legalitas diterapkan dalam
praktik (Abas et al., 2023). Teknologi seperti blockchain juga dapat
digunakan untuk melacak dan memverifikasi keabsahan bukti, yang pada
gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas sistem hukum.

Namun, penguatan asas legalitas harus tetap memperhatikan aspek
keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, keadilan tidak selalu dapat
dicapai melalui penerapan asas legalitas yang kaku. Oleh karena itu,
diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam
menegakkan keadilan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya
masyarakat Indonesia.

Dengan berbagai upaya ini, asas legalitas diharapkan dapat terus
relevan sebagai landasan dalam hukum pidana Indonesia yang adil, efektif,
dan responsif terhadap tantangan zaman. Reformasi regulasi, peningkatan

kompetensi aparat, dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting
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untuk memastikan bahwa asas legalitas tetap menjadi pilar utama dalam

penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

Kesimpulan

Kesimpulannya, asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia tetap
menjadi pilar utama dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi hak
asasi manusia, meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam
penerapannya. Perkembangan teori asas legalitas telah menciptakan
keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam menghadapi
dinamika kejahatan modern, seperti kejahatan siber dan transnasional.
Namun, ketidakjelasan perumusan undang-undang, keterbatasan regulasi
terhadap kejahatan baru, serta potensi penyalahgunaan kewenangan masih
menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan
reformasi hukum, harmonisasi dengan norma internasional, peningkatan
kompetensi aparat penegak hukum, dan pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini,
asas legalitas dapat terus berkembang sebagai fondasi yang kokoh dalam
sistem hukum pidana Indonesia yang adil, relevan, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.
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